
 

94 
 

REFERENCES 
 

Aprisiami, P. (2012). Penerapan Otonomi Desa Dalam Menguatkan Akuntabilitas          

Pemerintahan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Aglik, 

Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo (Doctoral dissertation, 

Universitas Negeri Yogyakarta). 

BN. Marbun. Kamus Manajemen. 2003. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan          

 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1998.Kamus Besar Bahasa 

 Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka 

Deviyanti, D. (2013). Studi tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan 

 di KelurahanKarang Jati, Kecamatan Balikpapan Tengah. Journal 

 Administrasi Negara, 1(2). 

Hendrik, Doni. (2010) Variabel- variabel yang Mempengaruhi Rendahnnya 

 Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada Walikota dan Wakil 

 Walikota Padang Tahun 2008. Jurnal Demokrasi 1(2). 

Ferdinand, B. T. (2012). Partisipasi Warga Sekolah Dalam Pelaksanaan Program 

 PendidikanInklusif Di Sd Negeri Gejayan (Doctoral dissertation, 

 Universitas Negeri Yogyakarta). 

Isbandi, R. A. (2007). Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari 

 PemikiranMenuju Penerapan. FISIP UI Press. Depok 

Jonaedi Efendi, dkk,Kamus Istilah Hukum Populer, Jakarta: Kencana, 2016 

 Munawaroh, S. (2013). Pemenuhan Aksesibilitas kampus Inklusi (Studi 

 Kasus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). Doctoral dissertation, UIN 

 SUNAN KALIJAGA. 

Moleong, L. J. (1995). Metode penelitian Kualitatif. Remaja Rosda Karya, 

 Bandung 

 Napitupulu, R. H. (2013). Landasan Konseptual Perencanaan Dan Perancangan 

 Pusat Pelayanan Difabel Di Yogyakarta Berdasarkan Pengolahan 

 Sirkulasi Dan Pengolahan Tata Ruang Dalam Bersuasana Homey 

 (Doctoral dissertation, UAJY).  

Nurdin Usman. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: PT 

 Raja Grafindo Persada 

Nuryani, E. (2016). Partisipasi Anggota Dalam Pengelolaan Kelompok Ternak 

 Sapi StudiKasus Kelompok Ternak Ngudi Makmur Di Tegalrejo, Desa 

 Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Bachelor Thesis, 

 Universitas Gajah Mada. 

Rekso, prayitno.2004. Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi. Jakarta: Bina 

 Grafika 

Suryaden, A., (2014). Integrasi Difabilitas Di Implementasi Undang-Undang 

 Desa dan PP 43dan 60 Tahun 2014. 

 Sadewo, W., & Amalinda Savirani, S. I. P. (2015). SIGAB: Panji 

Perjuangan Difabel di Yogyakarta (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah 

 Mada) 



 

95 
 

Siti Irene Astuti Dwiningrum. (2011). Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat 

 dalam Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Simanjuntak, B., I. L Pasaribu. (1990) Membina dan Mengembangkan Generasi 

 Muda. Bandung: Tarsito. 

 

Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia  
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang 

Pengesahan of convention on the Rights Persons With Disability 

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa  

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang 

Penyandang Disabilitas  

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 Tentang 

Penyandang Cacat  

Peraturan Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan 

Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. 

Peraturan Mentri Dalam Negri Replubik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 tentang 

Pedoman pembangunan desa  

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Desa 

Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan 

Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas  

Peraturan Daerah Kulonprogo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pemenuhan Dan 

Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas. 
 


